
XEPUTUSAtt XEPALA KANTOR Ⅷ LAYIAH XEMENTERttAN AG:劇 肛A
PROVIttSI JAIWIA T]肛 UR
NOMOR 2727 TAHUN 2018
TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDnuANノ OpERAS10NAL
It」LIIIDHA]『lJL A]rHPAL M'OSLIMAl「 】『IJ KHADIJAH IX,II【 」ゝ]311PATENコ『GANJUK

PROVINSI JA団FA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAIIA ESA

KEPALA KANTOR l刷 :LAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWiA TIMIUR,

Menimbang a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan
Raudhatul Athfal yang bermutu, perlu memtrerikan
kesempatan ma$yarakat melalui organisasi berbadan hukum
untuk menyelenggarakan Raudhatul Athfal sesuai dengan
standar nasional pendidikan;

b. bahwa masa berlaku izin operasional/pendiria.n Raudhatul
Athfal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
telah habis;

c. bahwa Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum datam
l"ampiran Keputusan ini tel;ah memenuhi persyaratan
perpanjangan izin pendirian/operasional Raudhatul Athfal
berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian
Agama KABUPATEN NGANJUK Nomor :

Kdl5. t3l2lPP.00.5/509 /2OL6 Tansgal 29 Februari 2016;

d. bahiwia berdasarkan pertiinbangan sebagallllana dilnaksud
dalaln huruf a huruf b dan huruf c, pcrlu mcnctapkan
Kcputusan Kepala Kantor Wiayah Kementerlan Agama Rlovinsi
JaWa Tilnur tentang Perpattangan IZin Pendirian/OperaSiOnal
RAUDHATUL ATHFAL MUSLIMAT NU KHADIJAH IX-1
KABUPATEN NGANJUK Pro宙 nsi Jawa TLl:lur.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tamtrahan Lembaran Negara Reputrlik
Indonesia Nomor a30li;

2. Peraturan Pelmerintah Nolllor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pcndidlikan (Lc」 mbarain Ncgara Rcpublik lndonesia
Tahun 2005 No:mor 41,Tambahan I£ mbaran Negara Republik
lndonesia NoI1lor 4496)Sebagallnana telah diubah dengall
Peraturan Pcmerintah Nolllor 13 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pe=lerin寝11l Nolnor 19 Tahun
2005 tntang Sねndar Nasわ nd Pendidikan(Leinbaran Negara
Republik lndonesila Tahun 2015 Nolnor 45, Talnbahan
I」elnbaran Negara Rcpublik lndonesia Nol■ or 5670);



3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tatrun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4864);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pembatran Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2O1O tentang Pengeiolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan {lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 1L2, Tambahan Lembaran
Negara Repubhk Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2AO7
tentang Staldar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah
Dasar/Madrasatr Ibtidaiyah, Sekolah Menengah
Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah
Atas/Madrasah Aliyah;

6。 Peraturan Mente五 Pendidikan Nasional Nolmor 15 Ta:hlin 2010
tentang Stalldar Pelayanan Minimal Pendidilkan di
Kabupaten/Kota sebagaimana tclalh dillbah dengan Peraturan
Mcnteri Pendidikan dan iKebudayaan Nol1lor 23 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Peraturan Mente壼 .Pendidikan
Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pclayanan
Minimal Pendttkan di Kabupaten/Kotal

7. Peraturan Menteri Agama Nomor g0 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun
2416 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama
Nomor 9O Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
Madrasah;

8. Kleputusaln iDircktur Jenderal Pendidikan lslam Nblllor 1385
Tahun 2014 tentang Pcturiuuk Teknis Pendilian Madrasah Yang
Diselenggarakan obh Miasyarakati

g. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885
Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin
Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti
Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat
Keterangan Kerusakan Dokum en lzin Pendirian Madrasah;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGA]V[A
TENTANG‐ PEIⅥ[BERIAN IZIN PENDIRIAN /  OPERASIONAL
RAUDHATUL ATHFAL MUSLIMAT NU KHADlJAH IX― I KABUPATEN
NGANJUK PROVINSIJAWA TI〕 √UR.

: Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasionai Raudhatul
Athfal kepada Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

: Pemberian izlrl operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU dapat dicabut apabila Raudhatul Athfal yang
bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan;

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoa110
pada tangga1 14 Februari 2018

WILAYAH
AGAMA
A TIMUR,

sauRr [4



LA:MPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
たヽLAYAH KEM[ENTERIAN AGAMA
PROVINSIJAWA TIMUR
NOM:OR 2727 TAHUN 2018
TENTANG
PEMiBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERAS10NAL
RAUDHATUL ATHFAL MUSLIMAT NU
KHADIJAH IX― I
KABUPATEN NGANJUK
PROVINSIJAWA TIMUR

IDENTITAS RAUDHATUL ATHFtt YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

KANTOR WILAYAH
AGAMA
TIMUR,

1 Nama Raudhatul Athfal MUSLIMAT NU KHADIJAH IX― I

2 Nomor Statistik Madrasah 101235180119

3 Ailalnat Raudhatul Athfal DSNo MANGGAREJO

DESA MANCON

KECA:MATAN WILANGAN

KABUPATEN NGANJUK

PROVINSI JAWA TIMUR

4 Nama Organisasi Penyelenggara YAYASAN ROUDLATUL MUTAlALLIM:IN

5 Akte Notaris Organisasi

Penyelenggara

NO.104,NUR HIDAYAT,SH,M.KN

6 Pengesahan Akte Notaris Organisasi

Penyelenggara

AHU-0029433.AH.01.04.TAHUN 2015/

05-12-2015

BArrRr+/

ヽ


